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MOTTO

Genius is 1 percent of inspiration and 99 percents of perspiration
Genius adalah 1 persen dari inspirasi dan 99 persen dari keringat*

-Thomas Alva Edison-

! http://en.m.wikiquote.org/wiki/Thomas_Edison.
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ABSTRAKSI

Rahmad, “Analisis Pengambilan Keputusan dalam Menyelesaikan Pembiayaan
Bermasalah (studi komparasi pada PT. BPR Wijayamulya Santosa dan PT. BPR
Syariah Bangun Drajat Warga)”

Setiap kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit yang dilakukan oleh
bank baik konvensional maupun syariah pasti memiliki resiko permasalahan yang
cukup tinggi. Karena dalam prakteknya sering terjadi permasalahan kredit atau
pembiayaan. BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga
sebagaimana bank-bank lainnya juga memberikan pelayanan kredit atau
pembiayaan kepada nasabah. Akan tetapi selanjutnya muncul permasalahan di
dalamnya. Dalam kasus kredit atau pembiayaan yang bermasalah ini pihak bank
harus melakukan penyelamatan dengan tindakan dan keputusan yang tepat,
sehingga tidak menimbulkan kerugian yang dapat merugikan bank.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
menggunakan teknik interview, observasi dan dokumentasi sebagai alat
pengumpulan data. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan
teknik analisis kualitatif dengan menginterpretasikannya dalam kalimat sederhana
sehingga dapat diambil pengertiannya untuk mendapatkan kesimpulan sebagai
hasil penelitian. Untuk uji validitas data penulis menggunakan 2 jenis metode
triangulasi dalam mendukung pengukuran tingkat keabsahan data yang diperoleh,
yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat diketahui bahwa untuk
mengatasi kredit bermasalah BPR Wijayamulya Santosa mengeluarkan SP hingga
3 kali, jika tidak berhasil maka direksi mengeluarkan surat tarik jaminan untuk
mengambil alih agunan dengan proses penyelesaian litigasi dan non-litigasi.
Namun jika masalahnya adalah masalah tidak terduga dan di luar kemauan
nasabah seperti bencana alam, maka kredit tersebut akan dihapusbukukan oleh
bank, tetapi bank masih bisa menagih apabila nasabah dianggap sudah mampu
membayar pinjamannya kepada bank. Semua cara ini atas keputusan dewan
direksi dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia. Sedangkan untuk
mengatasi pembiayaan bermasalah BPRS Bangun Drajat Warga mengeluarkan SP
hingga 3 kali. Jika masih bermasalah, maka bank menawarkan restruktur kepada
nasabah dengan berbagai keringanan didalam prosesnya. Namun jika tidak
berhasil, maka bank mengeluarkan surat somasi kepada nasabah dengan
menggunakan jalur penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Tetapi bank masih
memberikan kesempatan restruktur kepada nasabah. Untuk hapusbuku BPRS
Bangun Drajat Warga menggunakannya ketika nasabah benar-benar sudah tidak
mampu membayar hutangnya. Semua proses ini didapatkan dari hasil rapat
komite dengan mempertimbangkan saran dari Dewan Pengawas Syariah untuk
menyesuaikan keputusan dengan syariat Islam.

Kata Kunci : pengambilan keputusan, kredit, pembiayaan bermasalah.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul

Untuk menghindari adanya kesalah pahaman dalam menafsirkan judul,
maka penulis perlu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang
terkandung dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengambilan Keputusan
dalam Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi pada PT.
Bank Perkreditan Rakyat Wijayamulya Santosa dan PT. Bank Perkreditan
Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga)”.

Pengambilan keputusan hakikatnya adalah pemilihan dan penentuan
suatu alternatif tindakan untuk memecahkan masalah manajemen yang
dihadapi. Berbagai masalah dibidang fungsional dalam organisasi merupakan
masalah manajemen. Generalisasi masalah dan pengambilan keputusan dapat
dilakukan dengan pendekatan sistem di dalam masing-masing perusahaan.
Dalam pengambilan keputusan terdapat komponen-komponen pengambilan
keputusan dari suatu masalah, meliputi input, proses dan output. *

Pengertian pengambilan keputusan dari penelitian ini adalah suatu
pemilihan alternatif dari berbagai masalah yang timbul, yang kemudian
dianilisis dalam rangka menentukan keputusan yang akan diambil oleh

pengambil keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah.

! Muhammad Mushlich, Metode Pengambilan Keputusan Kuantitatif, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2009), him.1



1. Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

Kredit merupakan perkataan yang diambil dari bahasa latin “credo‘
yang artinya saya percaya, dengan kata lain kepercayaan, kepercayaan
pada kemampuan seseorang untuk membayar.

Dalam kasus kredit atau pembiayaan bermasalah debitur
mengingkari janji mereka membayar angsuran ditambah bunga atau bagi
hasil yang telah jatuh tempo. Sehingga terjadi keterlambatan pembayaran
dan atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu kredit
menjadi macet.?

Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud kredit atau
pembiayaan bermasalah dalam penelitian ini adalah segala jenis kredit
atau pembiayaan yang mengalami masalah baik terjadi keterlambatan

pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran.

2. Studi Komparasi

Secara etimologis studi berarti “kajian, telaah, penelitian atau
penyelidikan ilmiah”.® Studi yang dimaksud di sini yaitu sebuah
penelitian.  Sedangkan komparasi berasal dari bahasa inggris

“comparation” yang berarti “bertalian dengan perbandingan”.* Sedangkan

him. 30

2 M.Muslehuddin, Sistem Perbankan dalam Islam, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994),

® Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Balai Pustaka, 2005) him. 860

* John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Pt. Gramedia

Pustaka Utama, 2000), him. 131



menurut kamus ilmiah populer, komparatif berarti “membandingkan;
berkenaan atau berdasarkan perbandingan™.’

Menurut Aswarni  Sudjud, penelitian komparasi akan dapat
menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda-benda,
tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide atau suatu prosedur
kerja.’

Berdasarkan definisi di atas, maka yang dimaksud dengan studi
komparasi dalam penelitian di sini adalah sebuah penelitian yang berusaha
membandingkan obyek yang diteliti dengan maksud menemukan
persamaan-persamaan dan perbedaan tentang pengambilan keputusan
dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

3. Bank Perkreditan Rakyat Wijayamulya Santosa

Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) Wijayamulya
Santosa adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan
menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk yang lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat. BPR Wijayamulya
Santosa merupakan salah satu perbankan yang mendorong pertumbuhan
perekonomian suatu bangsa karena BPR Wijayamulya Santosa di samping
sebagai tempat menyimpan harta juga sebagai sarana untuk memperlancar

lalu lintas pembayaran yang aman, praktis dan ekonomis.’

% Heppy El Rais, Kamus Ilmiah Populer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), him. 325

® Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1991), him. 197
" Malayu S.P, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), him. 3



4. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (selanjutnya disebut BPRS)
Bangun Drajat Warga merupakan salah satu dari sekian banyak BPRS
yang ada di Indonesia tepatnya terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sebagaimana lembaga perbankan syariah lainnya BPRS Bangun Drajat
Warga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang secara garis besar
meliputi produk penyaluran dana (financing), produk penghimpunan dana
(funding) dan produk jasa (service).

Berdasarkan penegasan judul tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
yang dimaksud dengan Pengambilan Keputusan dalam Menyelesaikan kredit
atau Pembiayaan Bermasalah pada BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS
Bangun Drajat Warga adalah bagaimana seorang pengambil keputusan
menentukan keputusan dari segala jenis permasalahan kredit atau pembiayaan
pada BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga.

. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia telah berkembang dua jenis lembaga perbankan dalam
bentuk bank konvensional dan bank syariah. Bank sebagai lembaga
penyandang atau penyedia dana bagi masyarakat dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat disektor riil. Pada
perkembangan selanjutnya lembaga perbankan ini mengalami polarisasi dan
pengembangan dalam sistem operasionalnya.

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan yang

dilakukan oleh bank konvensional serta lembaga keuangan syari’ah pasti



mempunyai resiko permasalahan yang cukup tinggi dibandingkan dengan
jenis transaksi lainnya. Karena dalam prakteknya sering terjadi permasalahan
kredit atau pembiayaan disebabkan adanya wanprestasi, baik dipihak lembaga
yang terkait maupun para anggota debitur.

Sejalan dengan permasalahan dan kehidupan dunia yang semakin
maju, maka peradaban manusia pun akan selalu mengalami pergeseran dan
perubahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan menuju
ke arah perbaikan. Demikian pula dengan masalah perekonomian manusia
yang akan selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang secara
dinamis. Usia perekonomian manusia sama tuanya dengan umur manusia di
dunia ini, demikian juga dengan persoalan-persoalan dan upaya manusia
untuk memecahkannya.? Manusia dengan segala kecerdasannya akan selalu
berupaya mencari terobosan-terobosan dalam mencapai kepentingan
perekonomiannya, serta berupaya membuat kehidupan ini lebih nyaman
berdasarkan cita-cita ideal yang diinginkan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita sosial yang
berorentasi kepada kaum lemah yang dirasakan belum terakomodir adalah
selain diadakannya bank konvensional juga dibentuk bank yang berorentasi
Islam dikalangan masyarakat. Kehadiran bank berbasis syariah telah memberi
kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan juga telah

merubah nuansa berfikir masyarakat ke arah yang lebih maju.’

8 Umar M. Capra, Masa Depan llmu Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam, alih bahasa Ikhwan
Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001 ), him. xv

® Muhammad Azhar, Figh Peradaban, (Yogyakarta: ITTAQA Press, 2001), him. 129



Bank konvensional dan Bank syariah memiliki beberapa persamaan,
terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi
komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh kredit atau
pembiayaan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP), proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Perbedaan
antara bank konvensional dan bank syariah menyangkut aspek legal, struktur
organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.*

Pertama, akad dan aspek legalitas. Akad yang dilakukan dalam bank
syariah memiliki konsekuensi duniawi dan akhirat, karena akad yang
dilakukan berdasarkan hukum Islam. Setiap akad dalam perbankan syariah,
baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya harus
memenuhi ketentuan akad dalam Islam. Sedangkan bank konvensional
berbeda dengan perbankan syariah, yaitu mengunakan akad dengan
berdasarkan hukum positif yang diterapkan dalam suatu Negara.

Kedua, lembaga penyelesai sengketa. Penyelesaian perbedaan atau
perselisihan antara bank dan nasabah pada perbankan syariah berbeda dengan
perbankan konvensional. Kedua belah pihak pada perbankan syariah tidak
menyelesaikannya di peradilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata
cara dan hukum Islam.

Ketiga, struktur organisasi. Bank syariah secara garis besar memiliki
struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris

dan direksi, namun unsur yang membedakan antara bank syariah dan bank

0 Mahmud Amir, Rukman, Bank Syariah, Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di
Indonesia,(Jakarta: Erlangga, 2010), him. 11



konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang
berfungsi mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai
dengan garis-garis syariah pada perbankan syariah. DPS biasanya diletakkan
pada posisi setingkat Dewan Komisaris (DK) pada setiap bank. Hal ini untuk
menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS. Karena itu
biasanya penetapan anggota DPS dilakukan oleh rapat umum pemegang
saham, setelah para anggota DPS itu mendapat rekomendasi dari Dewan
Syariah Nasional (DSN).

Keempat, bisnis dan usaha yang dibiayai. Bisnis dan usaha yang
dilaksanakan bank syariah, tidak terlepas dari kriteria syariah. Hal tersebut
menyebabkan bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang
mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Terdapat sejumlah batasan dalam
hal pembiayaan. Tidak semua proyek atau objek pembiayaan dapat didanai
melalui dana bank syariah, namun harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah.

Kelima, lingkungan dan budaya kerja. Sebuah bank syariah
selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan syariah. Dalam hal
etika, misalnya sifat bertanggungjawab dan jujur, harus melandasi setiap
karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik, selain itu
karyawan bank syariah harus profesional dan mampu melakukan tugas secara
kelompok dimana informasi merata di seluruh fungsional organisasi. Dalam
hal bonus dan insentif, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan

hukum islam.



Dari beberapa perbedaan bank konvensional dan bank syariah di atas,
dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dibatasi dan dilakukan untuk
mendalami persamaan dan perbedaan keputusan pada BPR Wijayamulya
Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga dalam menyelesaikan kredit atau
pembiayaan yang bermasalah.

BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga
sebagaimana bank-bank lainnya sudah barang tentu memberikan pelayanan
kredit atau pembiayaan kepada nasabah. Akan tetapi dalam perkembangan
berikutnya muncul permasalahan bagaimana jika kemudian dana yang telah
dikucurkan kepada masyarakat (debitur) tersebut ternyata bermasalah, dalam
hal ini nasabah (debitur) mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana
yang diperoleh kepada pihak bank atau bahkan anggota debitur melakukan
praktek wanprestasi. Padahal antara pihak pemberi modal dengan anggota
sebelum melakukan transaksi selalu membuat kesepakatan yang disetujui
oleh kedua belah pihak. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah
terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama.** Namun dalam
prakteknya, kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak anggota,
yakni anggota tidak melaksanakan kewajiban terhadap pemberi modal sesuai
dengan perjanjian yang telah disepakati.

Dalam kasus kredit atau pembiayaan yang bermasalah ini pihak bank
harus melakukan penyelamatan dengan tindakan dan keputusan yang tepat,

sehingga tidak akan menimbulkan kerugian yang dapat merugikan bank.

11 Sybekti, Hukum Perjanjian, cet. Ke-16, (Jakarta: Intermasa, 1996), him. 1



Pengambilan keputusan merupakan pemilihan diantara beberapa alternatif
pemecahan masalah, yang mana hakikat pengambilan keputusan itu diambil
jika pengambil keputusan menghadapi masalah atau mencegah serta
menyelamatkan timbulnya masalah yang berkelanjuatan dalam sebuah
organisasi.

Penyelamatan yang dilakukan bisa dengan memberikan keringanan
berupa jangka waktu pengambilan terutama bagi kredit atau pembiayaan yang
mengalami masalah. Selain itu permasalahan yang terjadi pada setiap
lembaga akan berakibat fatal apabila tidak segera diselesaikan, artinya
penanganan dan penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah akan
mudah terkontrol apabila manajemen perkreditan tepat guna dan tegas
mengambil keputusan untuk menyelesaikan dengan cepat. Namun, apabila
tindakan penyelesaian tidak segera dilaksanakan maka permasalahan akan
semakin rumit dan mengakibatkan pada kerugian yang akan ditanggung oleh
bank itu sendiri.

Apabila  terjadi praktek wanprestasi dalam perkreditan atau
pembiayaan pada BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat
Warga kiranya kedua lembaga ini akan mencari faktor-faktor yang
menyebabkan adanya kegagalan pembiayaan dan berusaha mengurangi dan
menyelsaikan dengan cara-cara sesuai yang diterapkan oleh kedua lembaga
keuangan tersebut. Secara jelasnya pengambil keputusan BPR Wijayamulya

Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga akan menempuh sejumlah langkah-
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langkah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan mengambil suatu

keputusa.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis merasa
penelitian ini perlu dilakukan. Untuk itu penelitian ini dilaksanakan untuk
mengetahui bagaimana perbedaan dan persamaan cara penyelesaian kredit
atau pembiayaan bermasalah pada BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS
Bangun Drajat Warga, serta langkah-langkah dan keputusan apa yang diambil
oleh manajemen dari basis yang berbeda, mengingat kedua lembaga tersebut
beroperasi secara konvensional dan syariah.

C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa
rumusan masalah yang akan digali dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengambilan keputusan BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS
Bangun Drajat Warga dalam mengatasi nasabah yang mengalami
pembiayaan bermasalah?

2. Apa saja persamaan dan perbedaan pengambilan keputusan BPR
Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga dalam
menyelesaikan pembiayaan bermasalah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengambilan
keputusan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada BPR

Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga, meliputi:



11

a. Mendeskripsikan langkah-langkah pengambil keputusan terhadap
pembiayaan bermasalah.

b. Mengetahui persamaan dan perbedaan pengambilan keputusan dalam
menyelesaikan pembiayaan bermasalah di BPR Wijayamulya Santosa
dan BPRS Bangun Drajat Warga.

2. Manfaat Penelitian
Ada tiga manfaat yang bisa diperoleh dalam penelitian ini, yaitu
manfaat teoritis, akademik dan manfaat praktis.

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran
secara teoritik maupun konseptual dalam rangka perkembangan ilmu
pengetahuan khususnya dibidang manajemen yang berhubungan
dengan kredit atau pembiayaan bermasalah dan praktek
penyelesaiaanya.

b. Manfaat Akademik

Berupa sumbangsih ilmiah bagi jurusan manajemen dakwah
khususnya untuk mengembangkan penelitian menggunakan metode
kualitatif untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan obyektif
tentang pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kredit atau
pembiayaan bermasalah di BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS

Bangun Drajat Warga.



12

c. Manfaat Praktis
1) Bagi Lembaga BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun
Drajat Warga.
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan
serta bahan evaluasi kepada lembaga terkait.
2) Bagi Penulis
Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan manfaat
terutama bagi penulis dan mahasiswa manajemen dakwah serta
mengembangkan kemampuan penulis secara khusus dan
mahasiswa secara umum.
E. Kajian Pustaka
Kajian tentang ekonomi perbankan secara umum telah banyak
dilakukan, khususnya pembahasan sekitar kredit atau pembiayaan bermasalah.
Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan
tersebut, maka penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang
lebih relevan pada masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat
diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengatasi
masalah tersebut.
Penelitian skripsi yang mengkaji topik-topik yang sejenis antara lain:
skripsi Muhammad Soleh Munir yang berjudul “Studi Komparasi Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) Mataram dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah
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(BPRS) Margirizky Bahagia Yogyakarta”** yang membahas tantang

persamaan dan perbedaannya sistem operasionalnya. Serta pembahasan
tentang produk-produk dan unit-unit usaha kedua lembaga tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Kasiasih yang berjudul “Kebijakan BMT BIF
Gedongkuning Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif
Hukum Islam™,** yang membahas tentang sistem pengelolaan pembiayaan
bermasalah pada BMT BIF dan kaitannya dengan hukum Islam.

Naila Saadah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Terhadap
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada
Jaringan BMT Amratani Group Yogyakarta)”,** yang mengkaji tentang
identifikasi tentang faktor internal debitur, BMT, informasi akutansi yang
diberikan oleh calon debitur dan kondisi ekonomi serta bencana alam yang
menimpa debitur, serta pengaruhnya terhadap pembiayaan bermasalah.

Skripsi Munadi Najih yang berjudul “Proses Penyelesaian Pembiayaan

Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam

2 Muhammad Soleh Munir, Studi Komparasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mataram
dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Margirizky Bahagia Yogyakarta, Skripsi (tidak
diterbitkan). (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2008)

13 Kasiasih, Kebijakan BMT BIF Gedongkuning Dalam Mengatasi Pembiayaan

Bermasalah Dalam Perspektif Hukum Islam, Skripsi (tidak diterbitkan). (Yogyakarta: Fakultas
Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007)

1 Naila Saadah, Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan
Bermasalah (Studi Pada Jaringan BMT Amratani Group Yogyakarta), Skripsi (tidak diterbitkan).
(Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2007)
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Persfektif Hukum Islam”'® yang membahas tentang proses-proses dalam

penyelesaian permasalahan pembiayaan dengan menggunakan persfektif
hukum Al-quran dan Hadits.

Dari beberapa literatur yang penulis dapatkan, penulis belum
manemukan sebuah karya yang membahas secara khusus tentang persamaan
dan perbedaan pengambilan keputusan dan langkah-langkah manajemen
pengambil keputusan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang
mengkomparasikan antara BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun
Drajat Warga. Oleh sebab itu penulis berusaha menyajikan penelitian tentang
langkah-langkah dan pengambilan keputusan yang diambil oleh kedua
lembaga tersebut meliputi persamaan serta perbedaannya.

F. Kerangka Teori
1. Tinjauan tentang Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan adalah bagian kunci dari kegiatan pimpinan
sebuah lembaga maupun individu, sehingga kita perlu mengetahui apakah
pengambilan  keputusan itu, tujuannya, dasar-dasar pengambilan
keputusan, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan serta

Prosesnya.

> Munadi Najih, Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat
Warga Banguntapan Bantul dalam Persfektif Hukum Islam, Skripsi (tidak diterbitkan).
(Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2004)
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Pengertian Pengambilan Keputusan

Pada umumnya suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk
memecahkan permasalahan atau persoalan (problem solving) dan
setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan yang akan dicapai.
Secara populer dapat dikatakan bahwa mengambil atau membuat
keputusan berarti memilih satu di antara sekian banyak alternatif.*®
Dengan memilih suatu alternatif diharapkan mampu memecahkan
masalah yang ada pada setiap individu maupun organisasi.

Beberapa ahli mendefinisikan pengambilan keputusan antara

lain: Menurut George R. Terry yang dikutip Ibnu Syamsi adalah: *’

Decision making can be defined as the selection of one
behavior alternative from two or more possible alternatives.

Terjemahan:

Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku

(kelakuan tertentu) dari dua atau lebih alternatif yang ada.

Menurut S. P. Siagian pengambilan keputusan adalah suatu
pendekatan yang sistematis terhadap hakikat-hakikat suatu masalah,
pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari

alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut

perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.*®

16 Supranto, Teknik Pengambilan Keputusan, (Jakarta: Renika Cipta. 2009) him. 1

Y |bnu Syamsi, Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi, (Jakarta: Bumi Aksara,

2000), him.12

'S, P. Siagian, Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan, (Jakarta: Haji Masagung,

1988) him. 1
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Dari beberapa pengertian pengambilan keputusan di atas, dapat
disimpulkan bahwa pengambilan keputusan merupakan proses
pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis
untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah. Proses
tersebut berfungsi untuk menemukan dan menyelesaikan masalah
organisasi.

b. Fungsi Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan cara
pemecahan masalah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:*°
1) Pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan

terarah baik secara individual maupun kelompok, atau secara
institusional maupun secara organisasional.

2) Sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan
hari depan, masa yang akan datang, dimana efeknya atau
pengaruhnya berlangsung cukup lama.

c. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan

Setiap langkah yang akan diambil harus berdasar pada
pengambilan keputusan yang tepat. Kesalahan dalam pengambilan
keputusan dapat mengakibatkan terancamnya kehidupan individu
atau organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, pengambilan

keputusan harus dilandaskan prosedur dan teknik serta didukung oleh

9 Nugroho J., Business Eonomics and Managerial Decision Making: Aplikasi Teori
Ekonomi dan Pengambilan Keputusan Manajerial dalam Dunia Bisnis, (Jakarta: Kencana, 2008),
him. 18
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informasi yang tepat (accurate), benar (raliable), dan tepat waktu

(timeliness). George R. Terry dan Brinckloe dalam karya Nugroho

menyebutkan dasar-dasar dari pengambilan keputusan antara lain:*°

1)

2)

3)

Intuisi

Keputusan ini bersifat subyektif “inner feeling”.
Keputusan ini mudah terkena sugesti, pengaruh luar, rasa lebih
suka yang satu dari pada yang lain (prefereces) dan faktor
kejiwaan lainnya.
Pengalaman

Pengalaman keputusan berdasarkan pengalaman memiliki
manfaat bagi pengetahuan praktis. Kerena pengalaman
seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat
diperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang
akan dihasilkan.
Fakta

Pengambilan  keputusan berdasarkan  fakta dapat
memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta,
maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan
dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-

keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.

20 1hid, him. 20
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4) Wewenang
Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya
dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahan, atau seseorang yang
terkait dengan hal yang dipimpinnya.
5) Logika
Pengambilan keputusan yang berdasar logika ialah suatu
“studi yang rasional” terhadap semua unsur pada setiap sisi
dalam proses pengambilan keputusan.
d. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan
Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan
keputusan antara lain:?
1) Keadaan Intern Organisasi
Keadaan intern organisasi akan sangat berpengaruh
terhadap pengambilan keputusan. Keadaan ini meliputi: dana
yang tersedia, kemampuan karyawan, kelengkapan dari
perlengkapan, struktur organisasinya, tersedianya informasi
yang dibutuhkan pimpinan, dan lain sebagainya.
2) Tersedianya Informasi yang Diperlukan
Masalah dalam organisasi itu beraneka ragam, kadang-
kadang masalah yang sama tetapi situasi dan kodisinya berbeda,
pemecahannya pun harus berbeda pula. Untuk dapat

memecahkan masalah yang dihadapi organisasi, lebih dulu harus

2! |bnu Syamsi, Pengambilan Keputusan, him. 23
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diketahui apa yang menjadi penyebabnya dan apa akibatnya
kalau masalah itu tidak segera dipecahkan.
3) Keadaan Ektern Organisasi
Dalam sistem organisasi terbuka, kegiatan organisasi tidak
terlepas dari dunia luar, antara organisasi dan lingkungan saling
mempengaruhi. Maka dari itu pengambilan keputusan harus
mempertimbangkan lingkungan di luar organisasi.
4) Kepribadian dan Kecakapan Pengambil Keputusan
Tepat tidaknya keputusan yang diambil juga sangat
tergantung kepada kecakapan dan kepribadian pangambil
keputusan, hal ini meliputi: penilaian, kebutuhan, tingkat
inteligitas, kapasitas, kapabilitas, ketrampilan dan lain-lain.
Proses Pengambilan Keputusan
Untuk proses pengambilan keputusan yang efektif pengambil
keputusan perlu menggunakan berbagai cara untuk mengurangi
unsur keraguan dan ketidakpastian dalam setiap keputusan. Masalah
yang dihadapi terlebih dahulu dicermati, dipahami melalui
identifikasi dan diagnosis masalah. Kemudian mengumpulkan dan

menganalisis data yang relevan.
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Proses pembuatan keputusan secara rasional hampir sama
dengan proses perencanaan strategis formal, menurut S. P. Siagian
meliputi tahapan sebagai berikut:?

1) Mengetahui hakikat daripada masalah yang dihadapi, dengan
kata lain mendifinisikan masalah yang dihadapi itu dengan
setepat-tepatnya.

2) Pengumpulan fakta-fakta dan analisis data-data yang relevan.

3) Mengolah fakta-fakta dan data-data tersebut.

4) Menentukan beberapa alternatif yang mungkin ditempuh.

5) Memilih cara pemecahan dari alternatif-alternatif yang telah
diolah dengan matang.

6) Memutuskan tindakan apa yang hendak dilakukan.

7) Menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat daripada
keputusan yang telah di ambil.

2. Tinjauan Tentang Kredit
a. Pengertian Kredit
Pengertian kredit itu sendiri mempunyai dimensi yang
beraneka ragam, dimulai dari arti kata “kredit” yang berasal dari
bahasa Yunani “Credede” yang berarti kepercayaan, atau dalam
bahasa latin “Creditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran”.?®

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

2.3, P. Siagian, Sistem Informasi untuk Pengambilan Keputusan, (Jakarta: PT. Gunung
Agung, 1981),him. 97

® Dana F. Kellerman, The New Glolier Webster International Dictionary, (New York:
Grolier. 1971), him. 237
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dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu,
dengan jumlah bunga, imbalan atau hasil keuntungan.®*

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998 pasal
21 Ayat 11 pengertian kredit adalah: Penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka
waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit dapat
berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kredit
juga dapat diartikan sebagai sebuah kepercayaan yang diberikan
kepada debitur, kepercayaan ini baru akan nyata bila kredit itu
dikembalikan beserta kontrak prestasi yang telah disepakati. Setiap
kegiatan pinjam meminjam, debitur sebagai pihak peminjam harus
melakukan angsuran untuk melunasi hutang-hutangnya. Hak dan
kewajiban tercakup dalam perjanjian kredit antara dua belah pihak.
Termasuk jangka waktu serta imbalan, baik bunga maupun bagi hasil
yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap pemberian kredit juga dijelaskan secara detail yang

mengandung beberapa arti. Dengan menyebutkan istilah kredit sudah

? Pujo Teguh, Manajemem Perkreditan Bagi Bank Komersiil Edisi IV, (Yogyakarta:
BPFE, 2001), him. 10
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mengandung beberapa arti yaitu berupa unsur-unsur kredit. Berikut

adalah unsur-unsur kredit:*®

1) Kepercayaan
Merupakan sebuah keyakinan pemberi kredit kepada penerima
kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang,
barang maupun jasa akan benar-benar kembali dalam tempo yang
telah disepakati.

2) Jangka waktu
Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian kredit
dengan tenggang waktu yang telah disepakati antara pemberi
kredit dan penerima kredit

3) Tingkat resiko
Merupakan tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari
adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit
dengan tenggang waktu yang telah disepakati.

4) Prestasi
Disebut dengan obyek kredit, diberikan dalam bentuk uang,
barang atau jasa.
Profitabilitas merupakan tujuan dari pemberian kredit yang
diimplementasikan dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank.

Tetapi tujuan kredit tidaklah semata-mata mencari keuntungan,

% Tomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
2003), him. 14
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melainkan disesuaikan dengan tujuan negara yaitu untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Kredit merupakan bagian terbesar dari aset yang dimiliki oleh
bank yang bersangkutan. Dalam kondisi perekonomian yang normal
kredit dapat mencapai 70% sampai 90% dari aset bank. Oleh
karenanya apabila kredit dikelola dengan baik  maka akan
berpengaruh pada pendapatan perbankan. Dalam arti apabila kredit
yang disalurkan mencapai 70% sampai 90% dan berjalan baik maka
pendapatan yang diterima oleh bank 70% sampai 90% dari
keseluruhan pendapatan akan diperoleh dari kredit.?

Jenis-jenis kredit

Beragam jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula
kebutuhan akan jenis kredit. Maka dari itu ada beberapa jenis fasilitas
kredit yang ditawarkan bank kepada masyarakat. Pembagian jenis ini
ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat
setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum Kkredit yang di salurkan oleh bank dapat di lihat
dari berbagai segi, yaitu:*’

1) Kegunaan
a) Kredit investasi, kredit yang biasanya digunakan untuk

keperluan perlunasan usaha atau pembangunan proyek baru

% Rahcmat Firdaus dan Maya, Manajemen Perbankan Bank Umum, (Bandung: Alfabeta,

2003), him. 4

2" Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, Bank dan Lembaga Keuangan, him. 169
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dan dibutuhkan waktu yang relatif lama dan kegunaan kredit
ini adalah untuk kegiatan utama sebuah persahaan.
Kredit modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk

keperluan meningkatkan produksi dalam opersional.

Tujuan kredit

a)

b)

Kredit produktif, merupakan kredit untuk peningkatan usaha
produksi maupun investasi.
Kredit konsumtif, merupakan kredit yang digunakan untuk

keperluan pribadi perorangan.

c) Kredit perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk
kegiatan perdagangan yang tujuannya untuk membeli bahan
dagangan.

Jangka waktu

a)

b)

Kredit jangka pendek, kredit ini merupakan kredit yang
memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1
tahun.

Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar
antara 1 tahun hingga 3 tahun

Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa

pengambilannya berkisar antara 3 tahun hingga 5 tahun.

Jaminan

a)

Kredit dengan jaminan, merupakan kredit yang diberikan

dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan ini dapat berupa
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barang terwujud atau tidak terwujud. Jaminan yang dimaksud
disebut dengan agunan, dengan arti berupa jaminan material,
surat berharga dan lain-lain.

b) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa
jaminan barang. Kredit jenis ini diberikan dengan meliahat
prospek usaha, karakter serta loyalitas calon debitur selama
berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

3. Tinjauan Tentang Pembiayaan
a. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan,
yaitu pendanaan yang dilakukan untuk mendukung investasi yang
telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh
orang lain.?® Pengertian secara sempit, pembiayaan dipakai untuk
mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan
(Bank, BMT, BPRS dan lain-lain) kepada nasabah. Dalam kondisi
ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan fasif. Penyempitan makna
ini disebabkan karena adanya kesempitan pelaku bisnisnya.?
Pembiayaan yang terdapat pada Undang-undang perbankan
No. 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

%8 Muhammad, Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta : STIS, 1998), him.
36

2 Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), him.
260
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pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
b. Jenis-Jenis Pembiayaan
Orientasi pembiayaan yang diberikan Bank Syariah adalah
untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah
dan Bank. Sasaran pembiayaan ini adalah semua sektor ekonomi.
Pembiayaan yang dikembangkan oleh Bank Syariah pada dasarnya
adalah mengacu pada tiga jenis kegiatan, yaitu:*
1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang
yang dilakukan dengan prinsip jual beli
2) Transaksi pembiayaan yang diajukan untuk mendapatkan jasa
dilakukan dengan prinsip sewa.
3) Transaksi pembiayaan yang diajukan untukn usaha kerjasama
guna mendapatkan barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil
c. Prinsip-prinsip dalam pembiayaan perbankan syariah.*
1) Prinsip Jual Beli (Tijarah)
Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk

pembiayaan sebagai berikut:

% Muhammad, Manajemen Bank Syari’ah. him. 260

% 1bid, him. 262
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a) Pembiayaan murabahah (dari kata ribhu =keuntungan), Bank
sebagai penjual dan Nasabah sebagai pembeli. Barang
diserahkan secara langsung dan pembayaran secara tangguh.

b) Salam (jual beli barang belum ada). Pembayaran tunai,
barang diserahkan secara tangguh. Dalam transaksi ini ada
kepastian tentang kualitas, harga dan waktu penyerahan.

c) Istishna’, jual beli seperti akad salam namun pembayarannya
dilakukan oleh Bank dalam beberapa kali pembayaran.

Prinsip Sewa (ljarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan amanah.

Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli,

namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila

pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, sedangkan pada
ijarah obyek transaksinya adalah jasa.

Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

a) Musyarakah, adalah kerjasama dalam suatu usaha oleh dua
pihak, atau dikenal dengan patungan modal.

b) Mudharabah, yaitu kerjasama yang mana Shahibul Mal
memberikan dana 100% kepada Mudharib yang memiliki
keahlian.

¢) Mudharabah Mugayyadah, pada dasarnya sama dengan

Mudharabah. Namun perbedaannya terletak pada adanya
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pembatasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan
pemilik modal.
4. Tinjauan tentang Kredit atau Pembiayaan Bermasalah
a.  Pengertian Kredit atau Pembiayaan Bermasalah

Kredit atau pembiayaan merupakan sumber pendapatan dan
keuntungan yang terbesar. Di samping itu pembiayaan merupakan
jenis kegiatan penanaman dana yang sering menjadi penyebab utama
dalam permasalahan pembiayaan. Maka dari itu, tidak terlalu
berlebihan jika dikatakan bahwa stabilitas usaha BPR Wijayamulya
Santosa dan BPR Syariah Bangun Drajat Warga dipengaruhi oleh
keberhasilannya dalam mengelola pembiayaan.

Mudrajat dan Suhardjono menjelaskan bahwa Pembiayaan
bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak
sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada
lembaga keuangan seperti yang diperjanjiakan.*> Dalam kasus kredit
atau pembiayaan bermasalah, dalam hal ini debitur mengingkari janji
mereka membayar angsuran ditambah bunga atau bagi hasil yang
telah jatuh tempo. Sehingga terjadi keterlambatan pembayaran dan
atau sama sekali tidak ada pembayaran. Dengan demikian mutu
kredit menjadi macet.

b. Jenis-Jenis Kredit atau Pembiayaan Bermasalah.

%2 Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi,
(Yogyakarta : BPFE, 2002), him. 462
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Dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan syari’ah, kredit

dapat dikatagorikan ke dalam kredit bermasalah apabila terjadi

keterlambatan ataupun tidak terlunasi sama sekali, yaitu meliputi:

kredit lancar, kredit tidak lancar, kredit diragukan dan kredit mecet.*

1) Kredit Lancar

2)

Kredit lancar adalah kredit yang kewajiban-kewajibannya
secara lancar dipenuhi oleh anggota debitur dan tidak pernah
terjadi penunggakan berturut-turut. Berikut beberapa kriteria
yang digolongkan lancar:

a) Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan
tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.

b) Hubungan debitur dengan lembaga baik.

c) Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat.

Kredit Kurang Lancar

Kredit dikatakan kurang lancar bilamana bunga atau bagi
hasil dan kewajiban-kewajiban lainnya selama angsuran sampai
waktu yang ditentukan tidak terpenuhi, yang meliputi:

a) Adanya penunggakan pembayaran yang telah melampaui satu
bulan.
b) Terdapat cerukan yang berulang kali yang menghambat

operasional dan kekurangan arus kas.

%% Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, him. 463
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¢) Hubungan debitur dengan lembaga memburuk, dokumen
kredit kurang lengkap

d) Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit atau
pembiayaan dan perpanjangan kredit untuk menyembunyikan
kesulitan keuangan.

Kredit yang Diragukan

Kredit dikategorikan diragukan apabila tidak dapat

memenuhi Kriteria kredit lancar dan kredit kurang lancar.

Berikut beberapa kriteria kredit yang diragukan:

a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok vyang telah
melampaui 90 hari.

b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk
menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

¢) Hubungan debitur dengan lembaga semakin memburuk.

d) Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan
yang lemah.

e) Pelanggaran yang prinsipal terhadap persyaratan pokok dalam
perjanjian kredit.

Kredit Macet

Kredit macet terjadi bila kredit yang diragukan
berkembang. Dalam hal ini BPR maupun BPRS harus

mengambil langkah nyata, yaitu memperpanjang jangka waktu
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kredit atau pembiayaan. Berikut kredit yang dikatakan macet

apabila memenuhi kriteria:

a) Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil
yang telah melampaui 180 hari.

b) Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.

c. Faktor-Faktor Terjadinya Kredit atau Pembiayaan Bermasalah
Munculnya kredit atau pembiayaan bermasalah termasuk di
dalamnya kredit macet, pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba,
melainkan melalui suatu proses. Terjadinya kredit atau pembiayaan
bermasalah dapat disebabkan baik oleh pihak kreditur (bank)
maupun debitur (nasabah) bahkan dari pihak luar (ekternal). Faktor-
faktor penyebab terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah
disebabkan oleh tiga unsur yaitu:**
1) Dari pihak lembaga baik BPR maupun BPRS sebagai penyebab
pembiayaan bermasalah.

a) Rendahnya kemampuan atau ketajaman dalam melakukan
analisis kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan
oleh calon nasabah.

b) Lemahnya sistem informasi pembiayaan serta sistem
pengawasan dan administrasi.

¢) Pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna.

% Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono, Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, him. 18
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d) Kemacetan yang timbul akibat kolusi dan pihak analisis
kredit dengan pihak debitur sehingga analisisnya secara
subyektif dan akal-akalan.

2) Dari pihak nasabah

a) Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja
untuk tidak membayar kewajibannya, sehingga kredit yang
diberikan macet.

b) Adanya unsur tidak sengaja, nasabah memiliki kemauan
untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarnakan usaha
yang dibiayai terkena musibah atau bencana alam.

3) Faktor ekternal

a) Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang
merugikan kegiatan bisnis usaha para debitur.

b) Terjadinya bencana alam, seperti gempa, banjir dan lain-lain.

d. Penyelesaian Kredit Atau Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada nasabah
didasarkan pada pokok masalah yang telah menyebabkan angsuran
pembiayaan tidak terbayarkan secara normal. Konsekwensi yang
akan ditanggung oleh nasabah yang dengan sengaja melalaikan
kewajibannya diperbolehkan dikenai denda. Hal ini sejalan dengan
pasal perundang-undangan yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi
dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai

diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenubhi
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perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu harus diberikan
dan dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung
waktu yang telah dilampaukannya. »35
Sedangkan bagi nasabah yang memiliki kemauan untuk
membayar tetapi tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi
kewajibannya, maka baginya tidak dikenakan denda. Sebagaimana
yang tercantum dalam undang-undang yang berbunyi “tidaklah
biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan
memaksa atau lantaran suatu kejadian yang tidak disengaja si
berutang berhalangan memberikan atau membuat sesuatu yang
diwajibkan, atau lantaran hal-hal sama telah melakukan perbuatan
yvang terlarang. e
Sejalan dengan beberapa permasalahan di atas, ada beberapa
metode dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara lain:*’
1) Rescheduling (penjadwalan ulang)
Yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta
memperkecil angsuran dengan cara:
a) Memperpanjang jangka waktu pembayaran

b) Memperpanjang jangka waktu angsuran.

2) Reconditioning (persyaratan ulang)

% Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga Tentang Perikatan, psl. 1243
% Ibid., psl. 1245

37 Kasmir, Manajemen Perkreditan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004 ), him. 103
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Yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil,
Reconditioning dilakukan dengan cara mengubah berbagai
persyaratan yang ada seperti:

a) Kapitalisasi keuntungan dengan cara keuntungan dijadikan
hutang pokok.
b) Penundaan pembayaran sampai waktu tertentu.
c) Penurunan keuntungan atau bagi hasil.
d) Pembebasan keuntungan atau bagi hasil.
3) Restructuring (penataan ulang)

Yaitu dengan cara menambah jumlah kredit dan
menambah equity dengan cara:
a) Menyetor uang tunai
b) Tambahan dari pemilik

4) Penyitaan Jaminan

Metode ini adalah jalan terakhir apabila nasabah sudah
benar-benar tidak punya etikad baik atau sudah tidak mampu
membayar hutang-hutangnya.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode penelitian yang dipakai adalah metode kualitatif sebagai
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata

tertulis dan lisan dari individu atau kelompok serta perilaku yang dapat
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diamati.®® Dalam hal ini untuk meneliti dan menemukan secara spesifik
tentang langkah-langkah serta keputusan seorang pengambil keputusan
dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah baik di bank BPR
Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga.
2. Subyek dan Obyek Penelitian
Subyek penelian merupakan sumber informasi untuk mencari data-
data dan masukan-masukan dalam mengungkap masalah penelitian atau
yang dikenal dengan istilah “informan” yaitu orang yang dimanfatkan
untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.*
Untuk memperoleh data, penulis mewawancarai tiga informan dari
BPR Wijayamulya Santosa antara lain: satu orang dari internal auditor,
kepala bagian marketing dan satu nasabah dari BPR Wijayamulya Santosa.
Sedangkan dari BPRS Bangun Drajat Warga Yyaitu: satu orang dari bagian
direksi, satu orang dari bagian remidial dan satu orang nasabah.
Obyek penelitian adalah fenomena yang menjadi topik dalam
penelian.”> Adapun yang menjadi obyek penelitian disini adalah:
a. Langkah-langkah manajemen dalam menyelesaikan pembiayaan
bermasalah

b. Keputusan yang diterapkan dari kedua lembaga, serta

% Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1998), him. 3

¥ Ibid, him. 90

0 1bid, him. 91
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c. Kebijakan dari pengambil keputusan dalam menghadapi pembiayaan
bermasalah.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Teknik Interview

Interview adalah untuk komunikasi antara dua orang, dengan
melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari
seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan,
berdasarkan tujuan tertentu.* Adapun dalam pelaksanaanya,
wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur, yaitu
percakapan informal untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu
informasi dari responden, tetapi susunan kata-kata dan urutannya
disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.*?

Wawancara yang tidak terstruktuk dalam pelaksanaanya,
seseorang yang melakukan wawancara dengan membawa serentetan
pertanyaan terperinci, dapat diubah pada saat wawancara,
disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Metode
wawancara atau interview digunakan untuk memperoleh data tentang
latar belakang sejarah berdirinya BPR Wijayamulya Santosa dan
BPRS Bangun Drajat Warga, struktur organisasi, visi dan misi dan
pengambilan  keputusan manajemen dalam  menyelesaikan

pembiayaan bermasalah dan data-data penunjang penelitian.

* Dedy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),
him. 180

“21bid, him. 181
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b. Teknik Observasi

Observasi sering disebut dengan pengamatan yang diliputi
kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan
menggunakan seluruh alat indra.** Metode ini digunakan untuk
mengamati secara langsung proses penyelesaian masalah yang ada
pada pada obyek penelitian, sehingga obyektifitas hasil penelitian
dapat terjamin.

Teknik Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan
cara menyelidiki catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monomintal dari
seseorang.** Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data
yang sifatnya tertulis, seperti sejarah berdirinya lembaga, struktur
organisasi, laporan kegiatan, dan lain sebagainya. Dokumentasi
digunakan untuk melengkapi dan mengoreksi data yang diperoleh

dari interview dan observasi agar validitsnya tidak diragukan lagi.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif,

yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-

* Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007), him. 63.

* 1bid, him. 82
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unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang
penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.*> Adapun analisis
data yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data yang diperoleh,
kemudian disusun dan diklarifikasikan untuk dianalisis dan
diinterpretasikan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan mudah
difahami sehingga data tersebut dapat diambil pengertiannya untuk
mendapatkan kesimpulan sebagai hasil penelitian.
. Keabsahan Data
Validitas data adalah uji keabsahan data. Validitas merupakan
derajat ketepatan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian
data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang
dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian.
Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif
menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif.

Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

*® Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, him. 89
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Perbedaan Istilah dalam Pengujian Keabsahan Data antara Metode

Kualitatif dan Kuantitatif

Aspek

Metode Kualitatif

Metode Kuantitatif

Nilai kebenaran

Validitas Internal

Kredibilitas (credibility)

Penerapan Validitas  Eksternal | Transferability/
(generalisasi) keteralihan
Konsistensi Reliabilitas Auditability,
dependability
Natralitas Obyektivitas Confirmability  (dapat

dikonfirmasi)

Jadi, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji

credibility (validitas

internal),

transferability (validitas eksternal),

dependability (reliabilitas) dan confirmability (obyektivitas).”® Dalam

penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah uji credibility

(validitas internal).

Menurut Sugiyono, uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap

data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan

pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi

dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan membercheck. '

*¢ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, (Bandung: Alfabeta,

2011), him. 364

4" Ibid, him. 365




40

Sedangkan dalam penelitian ini, uji kredibilitas yang dipakai
menggunakan triangulasi. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini
diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai
cara dan berbagai waktu.”® Dalam uji validitas data-data dan informasi
yang diperoleh dari lapangan, peneliti menggunakan 2 jenis triangulasi
dalam mendukung pengukuran tingkat keabsahan data yang diperoleh,
yaitu:

1) Triangulasi Teknik
Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda.*® Dalam penelitian ini trianggulasi teknik dilakukan dengan
mengecek kepada tiga teknik pengumpulan data. Secara jelasnya dapat
dilihat di bagan berikut:
Bagan 1

Bagan Triangulasi Tiga Teknik Pengumpulan Data

[ Wawancara ]: :[ Observasi ]

N N

2) Triangulasi Sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa

8 1bid, him. 369

* Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, him. 371
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sumber. Data dari beberapa sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan
seperti  dalam  penelitian  kuantitatif, tetapi  dideskripsikan,
dikategorisasikan mana pandangan yang sama, yang berbeda dan mana
yang spesifik dari beberapa sumber data tersebut. data yang telah
dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya
dimintakan kesepakatan (member check) dengan beberapa sumber data
tersebut.

Untuk menguji validitas data menggunakan trianggulasi sumber,
peneliti memberikan pertanyaan yang ditujukan pada sumber yang
berbeda, yaitu pimpinan/ manajer, karyawan/ staf dan nasabah bank.
Sehingga akan diperoleh data-data dan informasi yang sama dari
sumber yang berbeda. Berikut ini bagan trianggulasi tiga sumber data:

Bagan 2

Bagan Triangulasi tiga Sumber Data

W

[ Staf dan Karyawan ] < ;[ Nasabah ]

Pimpinan/ Manajer

H. Sistematika Pembahasan
Untuk memperjelas dan mempermudah pembahasan serta teknik

penelitian skripsi ini, maka peneliti akan mengemukakan sistematika

%0 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi, him. 370
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pembahasannya. Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab. Setiap bagian
tersusun dalam beberapa bab yang masing-masing terdapat sub-sub bab, yaitu:

BAB | : Membahas tentang gambaran keseluruhan penelitian yang akan
dilakukan, serta pokok-pokok permasalahan, yaitu pendahuluan yang meliputi
penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

BAB Il : Memuat tentang gambaran umum BPR Wijayamulya Santosa
dan BPRS Bangun Drajat Warga, yang didalamnya meliputi profil lembaga,
sejarah berdirinya lembaga dan struktur kepengurusan lembaga beserta tugas
para karyawan dan produk-produk pembiayaan dari kedua lembaga tersebut.

BAB IlIl : Menjelaskan tentang bagaimana proses pengambilan
keputusan dalam menangani pembiayaan atau kredit bermasalah, langkah-
langkahnya di BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun Drajat Warga
serta perbedaan dan persamaannya.

BAB IV : Berisi kesimpulan hasil penelitian dan penutup.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis yang dikemukakan di bab-bab

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Proses pengambilan keputusan yang diterapkan oleh BPR
Wijayamulya Santosa yaitu dengan mengeluarkan SP hingga 3 kali,
jika tidak berhasil maka direksi mengeluarkan surat tarik jaminan
untuk mengambil alih barang dengan proses penyelesaian litigasi dan
non-litigasi. Namun jika masalahnya adalah masalah tidak terduga
dan di luar kemauan nasabah seperti bencana alam, maka kredit
tersebut akan dihapusbukukan oleh bank, tetapi bank masih bisa
menagih apabila nasabah dianggap sudah mampu membayar
pinjamannya kepada bank. Semua cara ini atas keputusan dewan
direksi dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia.

Sedangkan untuk mengatasi pembiayaan bermasalah BPRS Bangun
Drajat Warga mengeluarkan SP hingga 3 kali. Jika masih bermasalah,
maka bank menawarkan restruktur kepada nasabah dengan berbagai
keringanan didalam prosesnya. Namun jika tidak berhasil, maka bank
mengeluarkan surat somasi kepada nasabah dengan menggunakan
jalur penyelesaian litigasi dan non-litigasi. Tetapi bank masih
memberikan kesempatan restruktur kepada nasabah. Untuk hapusbuku

BPRS Bangun Drajat Warga menggunakannya ketika nasabah benar-
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benar sudah tidak mampu membayar hutangnya. Semua proses ini
didapatkan dari hasil rapat komite dengan mempertimbangkan saran
dari Dewan Pengawas Syariah untuk menyesuaikan keputusan dengan
syariat Islam.

Persamaan antara BPR Wijayamulya Santosa dan BPRS Bangun
Drajat Warga terletak pada program restruktur yang dilakukan oleh
kedua bank ini, yaitu melalui penjadwalan kembali (rescheduling),
persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali
(restructuring). Persamaan kedua terletak pada proses penyitaan
jaminan. Kedua bank ini pada akhirnya menghindari penyitaan
jaminan. Kedua bank ini lebih memprioritaskan penyelesaian dengan
jalur kekeluargaan. Hal ini dikarenakan selain prosesnya yang sedikit
rumit dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, bank juga
masih memberikan kelonggaran bagi nasabah yang masih mempunyai
itikad baik untuk mengembalikan pinjaman kepada bank.

Perbedaan secara mendasar dari kepututusan menyelesaikan Kkredit
atau pembiayaan yang bermasalah dari BPR Wijayamulya Santosa
dan BPRS Bangun Drajat Warga terletak pada beberapa aspek, yaitu:
langkah internal pertama terhadap masalah, pihak yang terlibat dalam
pengambilan keputusan, langkah internal bank terhadap kegagalan
restruktur, keputusan setelah kegagalan restruktur, penyitaan jaminan,

jalur penyelesaian atas penyitaan jaminan, hapus buku (write-off),
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denda keterlambatan , waktu pelaksanaan restrukturisasi, bentuk-
bentuk program restrukturisasi.

5. Kebijakan pengambilan keputusan menangani kredit bermasalah pada
BPR Wijayamulya Sanntosa dilakukan dengan diskusi dua arah antara
marketing dengan direksi, dan direksi sebagai penentu kebijakan
namun kebijakan tersebut mengacu pada peraturan Bank Indonesia.
Sedangkan BPRS Bangun Drajat Warga kebijakan dilakukan melalui
rapat komite, kemudian hasil rapat diajukan kepada direktur untuk
disesuaikan dengan peraturan bank Indonesia serta diajukan pula
kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk disesuaikan dengan
syariat Islam

B. Saran
Setelah mengadakan penelitian dan membahas pokok permasalahan
ini, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:
1. Kepada BPR Wijayamulya Santosa
a. Pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPRS WS
khususnya masalah penarikan agunan harus mengikuti seluruh
ketentuan pelaksanaan tarik jaminan yang dikeluarkan oleh bank
Indonesia.

b. Prosentase kredit bermasalah sudah tergolong dalam kategori sehat,
namun demikian untuk lebih meminimalisir angka prosentase

tersebut bank harus lebih teliti memilih calon nasabah dan krakter
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nasabah serta memberikan pembinaan dan pengawasan kepada
nasabah yang sedang dalam kredit bermasalah.
2. Kepada BPRS Bangun Drajat Warga

a. Penilaian terhadap calon  nasabah khususnya karakter dan
kelayakan menerima pinjaman harus lebih di teliti, agar dalam
pembiayaan dapat meminimalisir adanya permasalahan.

b. Kebijakan dalam memutuskan tindakan penyelesaian pembiayaan
bermasalah cukup baik dan tidak memberatkan nasabah , namun
demikian kebijakan harus lebih tegas lagi khususnya dalam
eksekusi jaminan, karena tidak menutup kemungkina ada segelintir
nasabah yang mengabaikannya.

c. Perlu adanya pinalti berupa denda bagi nasabah yang menunggak
angsuran, agar nasabah menjadi lebih disiplin membayar
tanggungjawabnya. Dengan cara sosialisasi diawal akad atau
memasukkan dalam akad dan hasil denda tersebut dialokasikan

pada dana sosial.
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INTERVIEW GUIDE

A. Untuk PT BPR Wijayamulya Santosa dan PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga

1.
2.

Apa saja faktor penyebab terjadinya kredit macet?
Apa hal pertama yang dilakukan bank terkait nasabahnya yang mengalami kredit

macet?

3. Bagaimana kebijakan terhadap nasabah yang mengalami kredit macet dibuat?

Siapa yang memutuskan kebijakan terkait nasabah yang mengalami kredit macet?

Apa yang menjadi dasar atau pertimbangan dalam membuat keputusan mengenai

kredit macet?

Bagaimana proses penyelamatan terkait penyelesaian kredit bermasalah yang

diterapkan oleh bank?

Apa ada restruktur? Jika ada:

a. Apa saja bentuk-bentuk yang digunakan dalam restrukturing?

b. Bagaimana proses dari masing-masing bentuk restrukturing yang diterapkan
oleh bank kepada nasabahnya?

c. Bagaimana aplikasi restrukturing di lapangan yang diterapkan oleh bank
kepada nasabahnya?

Apakah di bank terdapat sistem hapusbuku atau write-off final ? Jika ada:

a. Apa saja syarat-syarat pinjaman nasabah dapat dihapusbukukan?

b. Bagaimana prosedur hapusbuku di bank?

Apakah bank menerapkan sistem tarik jaminan? Jika ada:

a. Apa saja jalur yang ditempuh dalam proses tarik jaminan?

b. Apa saja yang menjadi pertimbangan dan syarat untuk menarik jaminan?

c. Bagaimana proses penarikan jaminan?

d. Lembaga apa saja yang digunakan dalam proses penarikan jaminan?

B. Untuk Nasabah dari BPR WS dan BPRS BDW*

Berapa lama njenengan menjadi nasabah di BPR atau BPRS?

Kendala apa saja yang anda alami selama ini terkait keredit dari bank?
Bagaimana tindak lanjut terkait masalah yang anda alami selama ini?

Apa saja keringanan-keringanan yang diberikan oleh bank terkait masalah yang
anda hapi?

Dari berbagai kebijakan dari bank apakah mendukung usaha anda atau

menjadikan anda merasa terbebani?



HASIL WAWANCARA

A. Hasil wawancara dengan PT. BPR Wijayamulya Santosa

1. Wawancara dengan kepala bagian marketing dan internal auditor

No

Pertanyaan

Jawaban

1

Jika ada nasabah
yang mengalami
kredit macet apa
langkah yang

dilakukan ws?

Penagihan dulu, fia telvon atau gimana, bulan kedua
kan masih masuk katagori lancar ni, bulan kedua kita
datangi juga. Masih secara kekeluargaan, kalau bulan
ketiga kan sudah masuk katagori yang ya itu tadi
kurang lancar, kita langsung buatkan surat peringatan.
Pertama, surat peringatan pertama tidak ada maksudnya
tidak ada respon dari debitur, nasabah, ok sp kedua.
Kalau ini tetep ngeyel nasabah kita datangi, kenapa
misalnya dilihat dari apa usahanya, atau memang
orangnya,bangkrut, dari karakter gitu, kembali lagi ke
marketing analisanya gimana, Kita terus dilemparkan ke
kolektor, tetap seperti itu kita. Sp 123 tidak ada
tanggapan dan penyelesaian, baru kita akhirnya jual

jaminan.

Membuat
keputusan itu
melalui
musyawarah
atau lansung

dari pimpinan?

Kita usulkan ke petugas mungkin marketingnya itu
memang sudah tidak bisa di selesaikan baru di usulkan
ke direksi. Kalau sudah seperti itu baru kita jalankan.
Jadi gak kita sendiri, tapi ya mungkin pas meeting atau

ada usulan per bagian itu baru kita usulkan.

Untuk
pembuatan
prosedur itu

bagaimana?

Yang membuat kebijakan perkreditan, itu kan memang
dari ketentuan pemerintah. Bank Indonesia juga sudah
punya aturannya itu. tergantung masing-masing
banknya. Mau ditambah apa, memang aturan dasarnya
udah ada. Jadi kita sudah ada aturan dasarnya, tinggal
kita tambahin. Seperti masuk dalam kategori kurang
lancar, sudah 3 bulan memang bukan kita yang buat.
Memang sudah ketentuannya, kalau sudah masuk tiga

bulan itu sudah masuk kurang lancar.




Terkadang
masalah nasabah
berfariasi. Di
lembaga kan ada
dasar ketentuan.
Tapi melihat
fenomena di
lapangan kan
bisa jadi
berbeda.
Gimana tindak
lanjutnya,
misalnya
nasabah ini
mengalami

bencana?

Itu kadang juga tergantung kesepakatan. Mungkin
katakanlah tadi ya nasabah mengalami bencana, dia
sudah tidak bisa bayar sama sekali. Kesepakatan
mungkin juga kita ngasih batas waktu kembali pokok.
Misalnya bunga, denda tidak kami perhitungkan.
Cukup kembali pokok aja. Hanya dia sanggup
membayar. Misalnya pinjamannya banyak ya, Rp
50.000.000,- begitu, itu terus dia karena suatu hal dia
sampai gak bisa bayar, gak bisa melunasi, kayak gitu
diluar kemauan nasabah juga itu sampai begitu. Kita
tidak masukin. Kalau memang gak bisa ya sudah. Kita
nanti kaitannya dengan PCAP (perhitungan cadangan
aktifa produktif). Dari situ kan kita cadangkan. Nanti
itu lama-lama tidak bisa dihapus buku. Itu penyelesaian
yang, tidak dihapus buku. Misalnya kemudian ia
memenuhi syarat bener-bener gak bisa itu, kemudian
tidak dihapus buku. Tagihannya ya sudah, dihilangkan
seperti ini. Itu juga sudah yang terakhir di hapus buku.
Kalau udah gak bisa sama sekali ya sudah, itu dianggap
kerugian bank.

Adakah nasabah
yang sudah
kategori macet
kemudian
meminta
bunganya
diperkecil?
Dikabulkan atau

Ada. Banyak.

Jadi kita kan kembali lagi kita ke survey uang. Jadi
kalau misalnya dia sudah masuk kategori loan
performing itu tadi, pas sudah tiga bulan sudah tidak
ada kesanggupan lagi kita usulkan juga, gimana? Dia
sudah menurun. Kita reschedule, reconditioning itu
juga ada, pasti kita tawarkan dulu, mau reschedule, itu

bisa, kita reschedule lagi. Itu memang untuk menekan

di nilai dulu NPL itu tadi. Kebanyakan si, udah buk direschedule
orangnya aja. Biar menekan NPL tadi, biar NPLnya tidak terlalu
bagaimana? tinggi. Nasabah juga ringan.

Untuk Aturannya kan, sudah ada aturannya. Kita tinggal
reschedule memilih, mau yang mana. Mau jangka waktu yang




sendiri
aturannya

bagaimana?

berapa? Direschedule dengan jangka waktu, mungkin
pinjemnya misalkan 1 tahun. Atau mungkin yang lebih
ringan dia memilih 3 tahun, dia bisa memilih. Kan kita

tidak ada semacam brosurnya.

7 | Bisadijelaskan | Jadi untuk penambahan modal debitur, kita ada
mengenai syaratnya ya. Untuk syaratnya kita analisis kebutuhan
penambahan modal dia berapa. Misalnya ini setiap bulan
modal? menjualnya berapa. Terus persediaannya berapa dan

harga pokok penjualannya berapa. Itu kan ada utang,
piutang atau tagihan pada suplier. Itu kita buat di
neraca. Jadi kita dapat menghitung laba dia berapa, kita
juga bisa menghitung, kelayakan modal usaha dia
berapa? Kita gak langsung menyetujui permintaan dia.
Kita menyesuaikan juga dengan analisa keuangannya
dia. Baru biasanya kita membiayai hanya 70%.

8 | Bagaimana Memang targetnya marketing kan mencari nasabah.
dengan Jadi dia kan bisa lihat, wah disana prospeknya bagus
penambahan kalau ditambah modal. Marketing kan menawarkan
modal jika pembinaan. Misal pak ini kalau modalnya kita tambah
prospek usaha segini, itu pasti akan lebih bagus. Bapak ada jaminan
nasabah bagus? | apa nanti kita bisa bantu.

9 | Apakah ada lya, pasti. Ada syarat kembali. Memang begini ya, kita
persyaratan memberikan kredit harus ada jaminannya ya. Ya
untuk tergantung kegunaannya untuk apa? Untuk modal, atau
mendapatkan untuk apa, itu tetap pakai jaminan. Baik itu pakai hak
modal tambahan | milik / sertifikat rumah atau bpkb. Hanya itu. Jadi
dari BPR? syaratnya memang pakai jaminan.

10 | Bagaimana Mengenai pelunasan hutang itu kita ada ketentuan ya.
dengan Katakanlah misalnya nasabah pinjem Rp 50.000.000,-.
ketentuan Jangka waktunya tiga tahun. Baru berjalan satu tahun
pelunasan misalnya dia udah punya dana untuk melunasi. Boleh-

hutang sebelum
masa kredit

boleh aja. Itu hak debitur. Itupun kita hanya melakukan
pinalti, ditambah bunga dua kali. Itu juga udah Kkita




berakhir?

cantumkan di perjanjian nasabah. Bunga dua kali sesuai

jadwal angsuran.

11 | Untuk kebijakan | Kalau untuk keringanan, sejauh dia tidak mengurangi
keringanan dari pokok ya. Kalau untuk kebijakan bunga mungkin
kredit bisa ya. Nanti tergantung kebijakan direksi ya. Kita
bagaimana? harus kembali ke pokok. Kalau misalnya kurang dari

pokok kan nanti auttendingnya gak nol. Kkalau
auttending kredit kan harus nol. Kalau auttendingnya
gak nol berarti kan belum bisa dikatakan lunas

12 | Adakah denda Kalau denda otomatis ada. Denda itu 7,5% dari yang
yang harus tertunggak setiap bulannya. Itupun juga dituangkan di
dikeluarkan PK (perjanjian kredit). Jadi dari awal Kkita juga
nasabah jika informasikan ke nasabah. Ini pak/buk, kalau
terlambat angsurannya tidak tepat waktu. Kalau dia sampe
membayar mundur, sehari pun tetep terhitung. Jadi itu
angsuran? konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Itu

memang ada.

13 | Mengenai Itu sudah ada aturannya. Kita tinggal memilih, mau
reschedule yang mana. Mau jangka waktu yang berapa?
bagaimana Direschedule dengan jangka waktu, mungkin
aturannya? pinjemnya misalkan 1 tahun. Atau mungkin yang lebih

ringan dia memilih 3 tahun, dia bisa memilih.

Tetapi, kalau di reschedule setelah macet itu gak bisa.
Syarat reschedule itu harus dalam posisi lancar. Kalau
macet gak boleh. Kalau macet ya penyelesaiannya
penagihan rutin atau eksekusi jaminan.

14 | Bagaimana Kalau untuk BPR sini, itu ketentuannya paling lama 3
dengan tahun. Tapi bisa nambah 1 tahun lagi menjadi 48 bulan.
kebijakan Kalau lebih dari itu gak bisa. Karena ya itu kan kalau
perpanjangan jangka waktu lama perputarannya itu kan gak bisa ya.

waktu pelunasan

kredit?

Jadi untuk BPR itu paling lama 48 bulan. Itu untuk
nasabah-nasabah tertentu yang sekiranya dia memang
harus dengan jangka panjang karena kita menyesuaikan




angsurannya kan. Yang di reschedule itu untuk nasabah

yang biasanya jangka pendek

15

Bagaimana
dengan
penyitaan

jaminan?

Jika sp pertama, kedua dan ketiga tidak ada tanggapan
dan penyelesaian, baru kita akhirnya jual jaminan. tapi
kalau tetap ngeyel, sudah kita selesaikan hukum atau
lelang, ya solusi terakhir itu lelang jaminan.

Kalau untuk penyitaan jaminan disini, sejauh ini belum
pernah melakukan ya. Karena itu ada ketentuan dari
Bank Indonesia. Bahwa untuk AYDA (agunan yang
diambil alih) itu harus ada syarat-syaratnya. Syaratnya
dia harus sudah masuk dalam kategori positif macet.
Kedua kita harus memberitahukan kepada nasabah, itu
nasabah juga harus membuat surat pernyataan kerelaan
terhadap jaminannya untuk diserahkan. Baru bank bisa
mengambil. Itupun nanti kembali ke pokok. Jadi dari
bank akan menutup dulu ke neraca. Masuk ke rupa-
rupa. Setelah kendaraan itu dijual baru nanti kembali
lagi. Sejauh ini kita belum pernah melakukannya.
Memang nanti akhirnya kita ke penyitaan jaminan.

Tapi kita belum sampai sana, nasabah sudah melunasi.

16

Bagaimana
dengan
hapusbuku?

Kalau udah gak tertolong itu ya sudah nanti kita
usulkan pada kategori macet sudah sekian lama kita
hapus buku. Hapusbuku dengan syarat pencadangan
aktifa produktif + 1% sebesar saldo pinjamannya di
cadangkan 1%, oke kita nanti hapus buku.

Hapusbuku itu dianggap sebagai pinjaman. Kalau
sudah hapusbuku kita masih bisa menagih. Tapi itu
udah tidak mungkin di daftar nominasi. Jadi pinjaman
sudah dianggap lunas. Tapi tetep bisa di tagih. Kalau
sampai dalam waktu yang lama, 1 tahun 2 tahun bener-
bener gak ada pembayaran, ya nanti di ikhlasin. Jadi itu

sudah kerugian bank.




B. Hasil Wawancara dengan PT. BPRS Bangun Drajat Warga

1. Wawancara dengan Bagian Direksi dan Bagian Remedial

penyelesaian
pembiayaan
bermasalah di

bdw?

No Pertanyaan Jawaban
1 | Seperti apa Jadi kita mempunyai standar operasional dalam rangka
proses untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah, namanya

pembinaan nasabah. Analisa pembiayaan itu sampai
pencairan, dan selanjutnya adalah pembinaan nasabah,
pembinaan nasabah ini masih melekat pada pola yang
dulu, dalam perjalanannya ada nasabah yag lancar dan
mungkin ada nasabah yang bermasalah, nah sebab
bermasalah kan tentunya ada tanda-tandanya. Mungkin
ada tunggaan atau kurang bayar dan lain-lain, tentunya
ini sebelum jadi bermasalah proses pembinaan ini.
Ada langkah-langkahnya, mungkin silaturrahmi, sms
bbm dan lain sebagainya, kalau membina secara
langsun ga bisa ya nanti melalui surat pertama kedua
dan ketiga. Kalau nanti masih belum, maka masuk
dalam katagori pembiayaan bermasalah. Dalam rangka
menghadapi nasabah yang kurang lancar inipun kita
sudah ada negosiasi, jadi kebijakan kita ada kenbijakan
istilahnya kita tawarkan untuk recstrukturisasi sesuai
dengan kondisi nasabah, dan tidak bisa semua nasabah
di restrukturisasi ketika memang ia menimbulkan
permasalahan atau penyebab pembiayaan bermasalah
itu adalah karakter maka tidak bisa di restrukturisasi.
apabila tidak bisa ko di restrukturisasi ternyata masih
bermasalah baru kita proses selanjutnya yaitu
penyelesaian pembiayaan bermasalah, misalnya nanti
ada dua hal ya dengan litigasi dan non litigasi, yang
non litigasi bagaimana kita melakukan penegakan ya,
tapi yang kita utamakan dengan musyawarah, kalau
sudah tidak bisa di selamatkan sudah restrukturisasi

berarti kan kita harus ke jaminan harus di selesaikan




karena tidak bisa di bina maka harus di binasakan kan.
Cara membinasakan atau menyelesaikan ini tentunya
kita ke agunan, agunan ini pun sebenarnya ketika kita
ke agunan ya kita tawarkan dulu apakah non litigasi
atau litigasi, kita prioritaskan dulu yang non litigasi
artinya nasabah diminta untuk menjual asetnya, dengan
kebijakan waktu tertentu ya misalnya dengan waktu
tiga bulan samapai 6 bulan, kalau sampe tiga suratan ya
baru kita yang berhak untuk menjual, ternyata kita juga
tidak bisa atau tidak terjadi kesepakatan berarti harus
ke litigasi kan kita melalui pelelangan. Proses ini ya
tentu proses yang terakhir ya wes buntu, kalau sudah

buntu ya kita ke situ. Haha,,

Apa saja faktor-
faktor penyebab
pembiayaan

bermasalah?

Kalau faktor yang banyak sih masalah usaha, misalnya
usahanya yang berdampak pada paiment yang secara
globalnya itu cost mager yang tidak dapat diprediksi.
Faktor usaha yang dulu menghasilkan rupiah yang
banyak karena penurunan usaha, jadi bermasalah.
Masalah musim juga ada, faktor nasabah yang bikin
batu bata. Itu dikarenakan masuk ke proyek jadinya

tagihan dana setoran terlambat untuk pencairannya.

Tindakan yang
dilakukan bdw
dalam kredit

bermasalah?

Untuk tindakan biasanya itu mas rescheduling,
restructuring, reconditioning, biasanya itu penurunan
angsuran,tapi tergantung akadnya juga, kalau akad
murabahah kita tidak bisa memasukn lain-lain, kalau
akad murabahah itu kita tetap melakukan perpanjngan
dan tidak boleh mngambil margin. Jadi penanganannya
tergantung pada permasalahan di lapangan,

penyebabnya apa? Seperti itu.

Bagaimana cara
bdw intraksi
dengan nasabah

kurang lancar?

Kita silaturrahmi, untuk melihat kondisi usahanya
jangan sampai kita nanti usahanya turun justru terjadi
masalah apalagi yang sudah bermasalah. Bisa via
telvon bisa langsung, ketika nasabah kurang lancar




misalnya tunggakan ke tiga itu masih kurang lancar itu
dengan surat konfirmasi, ketika ternyata tidak lancar
somasi pertama, disamping dengan surat ya barang kali

dia minta untuk di restrukturisasi

Bagaimana sop
yang ada di bdw
mengenai
pembiayaan

bermasalah??

Mengacu pada ketentuan syariah dan Bl. Kalau di Bl
itu kan biasanya ada undang-undang. Nah dari undang
itu kita lihat bagaimana sih operasionalnya di bank, kita
pakai itu dan harus mengacu pada surat edaran ataupun
peraturan Bank Indonesia, termasuk kita menghitung
kolektabilitas ya harus sesuai dengan aturannya, tidak
bisa kita menghitung sendiri.

Dalam Jadi setiap ada ketentuan baru, kita mesti membuat draf
kebijakan dari manajemen, draf sop. Sop ini kan sesuai dengan
tersebut seperti | kondisi yang ada secara langsung dan mengacu pada
apa langkah ketentuan yang ada. Setelah itu baru Kita setiap bulan
langkah ada rapat dengan divisi, divisi itu disampaikan hal
pembuaannya? | tersebut, adakah masukan atau tambahan, klo ada
tambahan itu seperti apa, kalau sudah oke itu di
jalankan. kalau ke komisaris itu kita menyampaikan
laporan itu ada masukan atau tidak, secara syariah kita
juga sampaikan draf itu ke Dewan Pengawas Syariah,
DPS akan memberikan opini apakah itu menyimpang
dari ketentuan Dewan Syariah Nasional apa tidak,
fatwanya sama atau tidak. Kalau dalam perjalanan
ternyata ada permasalahan ya kita revisi, maksudnya
beragam ya bukan cuma pembiayaan berasalah, sejak
tahun 2012 sampai sekarang juga masih ada. Jadi kan
memang cepat di revisi ada yang agak lamban.
Pra syarat Kita ada form, udah disediakan formulir ya, ini
melakukan syaratnya (sambil menunjukkan formulir) kalau untuk
kredit di bdw prosedurnya setelah ini di isi dan dilengkapi dengan

seperti apa??

syarat yang kita tentukan baru kita analisa. Dari survei
kelayakan usaha, melihat jaminan, keputusannya ya




nanti dibuatin proposal, lalu di putuskan nasabah ini

layak tidak untuk di biayai.

9 | Adakah analisis | Ada, jadi faktor masalah. Kan ada pencairan estimasi
bdw terhadap itu ya koleteral, karakter, kalau karakter terutama dari
nasabah yang Bank Indonesia, yang kedua dari lingkungan, kalau
akan di lakukan | nanti dari Bank Indonesia itu bagus tpi di lingkungan
pencairan? itu dari tetangga mengatakan jangan, yang untuk itu ya

tidak jadi.

10 | Bagaimana Pemahaman kepada nasabah kita lakukan dengan kita
pemahaman berkunjung untuk mengetahui dan mencari sebab-sebab
dan analisis nasabah itu bermasalah. Biasanya kalau sudah nasabah
terhadap itu masuk bermasalah dan kita tau msalahnya seperti
nasabah yang apa, yang intinya kemampuan dia itu seperti apa? Baik
mengalami kemampuan usahanya atau kemampuan membayarnya
masalah?

11 | Selain Penghapusan bagi hasil kita ada, termasuk misalnya
restrukturisasi memang kondisinya masuk tapi ia bermasalah,

Adakah karakternya juga bagus tapi memang kondisi

penghapusan ekonominya yang tidak bagus dia masuk terdhalimin

bagi hasil di kita menyelesaikan permasalahan ini dengan hapus

bdw? margin. Misalkan pokoknya dia masih 10.000.000,-
contoh ya, pokok 10.000.000,- dengan profit dia
5.000.000,- misalkan, lah kan total kekurangan
15.000.000,- tapi dia punya uang 12.000.000,- itu, ini
12.000.000,- tapi sampean ingin jaminan , tapi ia tidak
mau jaminan dan bayar lunas , tapi itu prolehan
kebijakan, artinya juga yang 3.000.000,- kita
hapuskan, karena itu kan profit ya, jadinya kita hapus,
tapi itu kan masalah kebijakan.

12 | Terkait nasabah | terkait dengan nasabah yang sampai dilakukan eksekusi

yang sampai
pada tahap
eksekusi agunan

agunan itu dikarenakan memang sudah kelompat,
macet lah intinya disitu. Dan nasabah tersebut tidak
punya itikad yang baik, kita surati, terus kita negosiasi,




bagaimana?

Kita tagihpun tetap tidak ada pembayaran. Lalu kita
lakukan eksekusi, baik itu yng berupa jaminan bergerak
ataupun yng tidak bergerak dan biasanya kita
musyawarah mufakat dulu dengan nasabah. Dari hasil
penjualan agunan kita hanya meminta apa yang jdi hak
bdw.

14 | Untuk proses ke | Setiap akad berbeda, misal mudharabah dan
pelelangan musyarakah berbeda, kalau murabahah ijarah ketika ia
biasanya menunggak 4 kali baru dikatakan tidak lancar, tapi
tenggang kalau mudharabah musyarakah satu kali nunggak dan
waktunya itu prosentase bagi hasil di bawah 80% itu dikatakan
berapa bulan? kurang lancar.

15 | biasanya rata2 Kalau jangka waktu biasanya tergantung pembiayaan
jangka waktu itu | tidak bisa disamakan. Cara penanganan berbeda dengan
untuk eksekusi | melihat karakter juga melihat kondisi dari nasabah
agunan itu tersebut. Memang penanganan itu berbeda-beda, cuma
berapa bulan?? | kalau dari aturan ataupun secara prosedural memang

ada sp1,2,3, dengan kolektabilitas kurang lancar
diragukan dan macet. Itu memang kalau prosedur dari
Kita seperti itu, untuk sp 3 dan macet itu potensi untuk
kita lakukan eksekusi agunan, kalau masih etika untuk
melakukan angsuran, intinya tidak akan kita lakukan
eksekusi apabila masih terdapat angsuran, tapi kalau
sudah kelompat tidak ada angsuran maka di eksekusi.

16 | Kalau Kalau mengalami bencana, biasanya kita lebih banyak
mengalami ke rekstruktur, rekstrukturisasi itu kan memberikan

bencana alam
kebijakan BPRS

seperti apa??

kesempatan kepada nasabah untuk lebih ringan.

Tahun 2006 ketika Yogyakarta gempa kita banyak
sekali restruktur, karena kurang lebih sekitar hampir Rp
5.000.000.000,- itu yang kena bencana itu, ada yang
rumah dan usahnya rusak ya kita restrukturisasi,
walaupun ada juga kalau dia bagus ya sudah jaminan di
jual saja, apalagi ketika pembiayaan kita adalah syirkah




itu untuk ke litigasi kita harus memperoleh opini dari
DPS. Ini boleh tidak untuk di lelang, kalau syirkah,
karena kan kita kerja sama, dia juga karena dia sudah
terkena gempa macetnya sudah lebih 5 tahun, tapi tidak
boleh karena kena bencana mau di apain lagi ya sudah
tetap menjadi macet. Sampe tidak tau nanti suatu ketika
ketika dana kita cukup kita tutup dengan tutup buku

misalnya.

17 | Untuk Kita mencoba memberikan pilihan solusi kepada
pengembangan | nasabah. Kita berikan alternatif solusi yang berdampak
dan evaluasi positif terhadap bdw, dalam artian dampak positif itu
alternatif ya bisa pilihan itu yang pertama pembayaran tunggaan
sendiri untuk jadi Incar, penjualan agunan untuk perlunasan,
bagaimana? atau pelunasan dengan kita pemberian bonus.

Artiya setelah itu kita menganalisis untuk pakai
alternatif yang mana, solusinya pakai yang mana, baru
setelah itu memilih solusi terbaik. Dari kumpulan
alternatif itu kita pilih yang paling tepat yang intinya
tidak memberatkan nasabah, tapi bdw juga tidak
terberatkan sama-sama berjalan gitu.

18 | Bagaimana kita biasanya melakukan komite (rapat) kita diskusikan
proses di rapat mengenai nasabah, ini bagusnya diapain, ini
pembuatan usahanya masih jalan tapi ada penurunan omset.
alternatifnya? Apakah kita tetapkan begitu atau akadkan ulang lagi

dengan nomor yang baru, pemberian tambahan modal
biar tidak macet.

19 Pemilihan Pemilihan alternatif itu bisa dengan, kalau dia memilih,

alternatifnya?

nasabah itu pilih yang seperti apa? Misal karena
kemampuan bayar nasabah turun sekarang mau
njenengan berapa?? 200.000,- misalnya. Ya sudah kita
200.000,- Jalan, kita buatkan adendum perjanjian
yang baru dengan ketentuan angsuran, dan

perpanjangan waktu.




2. Wawancara dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah

No

Pertanyaan

Jawaban

1

Masalah
njenengan di
BDW itu seperti
apa pak?

Pembayarannya agak telat. Kemudian kita restruktur
lagi. Jadi dari pihak bdw menganjurkan restruktur. Nah
seharusnya kita bayar 850 rb perbulan dengen laba
sekian, nah itu akhirnya kita turunkan ke 400 sekian
dengan rentang waktu yang lebih panjang. Karena
kalau kita fokus untuk membayar kesana, kita gak
jalan. Seperti ini kan kita mandek 100 jt lebih.jadi
permasalahannya itu kadang-kadang pelanggannya
nakal. Rencana dari kitanya hati-hati nyari pelanggan.
MOUNnya harus jelas, kemudian cash and carry, jadi
barang di ambil harus langsung membayar lunas. Kalau
dulu kan kita masih ngirim dulu baru di bayar. Kadang-
kadang yang langganan udah lama, pertama kedua
ketiga bayarnya udah bagus. Tetapi pas pembayaran
kelima, pas kita udah percaya nah dia itu ngemplang
(nyeleweng). Ahirnya yang kena imbasnya kan kita.
Untungnya kan dia tidak bunga dan sebagainya. Karena
kita kan istilahnya akadnya itu kan bagi hasil.

Akadnya seperti

apa?

Bagi hasil. Berarti dari bdw ngasih modal ke kita, kita
ngasihnya bagi hasil. Misalnya kita harus ngasih laba
225 ribu, ya udah kita ngasih segitu tiap bulannya.
Akan tetapi kadang-kadang kalau ada situasi yang
seperti ini kan kita di kasih toleransi. Karena kita kan
tidak menghasilkan. Tetapi nanti kan bisa dibayar
keuntungannya nanti setelah kita jualan kita ngasih

keuntungannya nanti.

Untuk
toleransinya
bentuknya itu

seperti apa?

1. Perpanjangan waktu
2. Penagihan. Tidak seperti bank konvensional.
Kalau bank konvensional kan kita gak bayar 3

kali kan ada denda berjalan atau ada tambahan




bunga. Kalau bdw kan masih ngasih waktu
panjangkemudian ngasih solusi. Walaupun kita
gak bisa ngasihnya full, misalnya harusnya kita
bayar 500 tapi kita hanya punya 300 ya

mungkin bulan berikutnya

Bagaimana
langkah bdw
ketika
njenengan
nunggak
angsuran 1,2,3
bulan atau
lebih?

Dia mendatangi kita dengan cara di tanya gmna kondisi
usahanya sudah lancar? kmudian kendalanya apa?
Sering ama mas gayubh, terus klo kita bisa kirim ada
profit berapa ya kita anter ke bdw, yang jelas selain itu
Kita juga di kasih batas waktu, ya kalau sudah 5-6 kali
Kita harus tutup 2 atau 3 kali, apa biar princablenya
tetap jalan terus i-bankingnya tetep bagus, karena suatu

saat kita mw pinjam lagi masih bisa.

Selain datang
adakah cara lain
yang dilakukan

bdw?

Ada, surat teguran, dulu sebelum saya retruktur ya kan
saya sudah hampir lama ya 6 kali kita dapat surat
teguran, dapat surat resmi terus ada lampiran rincian

tagihan, kekurangan kita berapa.

Jika melalui via
telvon ada
tidak?

Sering. Biasanya kan saya akad setiap tgl 30 atau 31 ya
saya bayar. Biasanya sebelumnya semisal tanggal 28-
29 ditelvon. Besok tanggal 31 gimana? Diambil atau
datang ke bdw?

Hal yang anda
alami selama di
bdw? Kesannya
seperti apa?
Apakah
memberatkan

usaha?

Kalau yang saya rasa dia mendukung usaha secara
pribadi. Secara perusahaan juga mendukung. Tapi kan
tergantung kitanya, kalau memang uang itu di gunakan
untuk usaha ya pasti berjalan, tapi kan kadang-kadang
ada kasus yang tak terduga yang membuat macet, kalau
tidak kan kita lancar-lancar saja. Tapi bdw tidak terlalu

menekan banget seperti bank pada umumnya.




CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Rahmad

Tgl. Lahir : Sumenep, 25 Februari 1990

Jenis Kelamin - Laki-laki
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Nama Ayah > Irsyad
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Alamat Rumah : Campaka Pasongsogan,Sumenep
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Ley, PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)

"» YOGYAKARTA 55213
SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/V/230/11/2014
Membaca Surat  : WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK Nomor : UlN.OZ/WD.IIPP.00.9I2027/2014'~ i
FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI
Tanggal :13 NOVEMBER 2014 Perihal - IJIN PENELITIAN/RISET

Ao
wvier

engingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20086, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di
Indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di ngkung@n
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugasdan Fungsi Satuan
Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan,
Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah
Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama ‘RAHMAD NIP/NIM : 10240061
viamat - FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, MANAJEMEN DAKWAH, UIN SUNAN

KALIJAGA YOGYAKARTA

Judul ‘ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENYELESAIKAN PEMBIAYAAN

BERMASALAH (STUDI KOMPARATIF PADA BPR WIJAYAMULYA SANTOSA DAN BPR
SYARIAH NAGUN DRAJAT WARGA)

Waku 17 NOVEMBER 2014 s 17 FEBRUARI 2015

Dengan Ketentuan

1

w

|
R

Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah
DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud,;

Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan
Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan
asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

ljiin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang beglaku di lokasi kegiatan;

ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah
mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta:

Pada tanggal 17 NOVEMBER 20714
A.n Sekretaris Daerah
omian dan Pembangunan

usan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)

WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA

BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL

WAKIL DEKAN BIDANG AKADENIIK FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, UIN SUNAN KALIJACA
YOGYAKARTA

YANG BERSANGKUTAN |
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ooy PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)

"’«‘,,f}‘",‘ YOGYAKARTA 55213
SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/NV/230/11/2014
Membaca Surat WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK Nomor : UlN.02/WD.l/PP.00.9/2027l2014 i
FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI
Tanggal 13 NOVEMBER 2014 Perihal - IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 20086, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan

Ol

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di
Indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugasdan Fungsi Satuan
Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan,
Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Dagrah
Istimewa Yogyakarta.

JINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nema  RAHMAD NIP/NIM : 10240061
“amat  FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, MANAJEMEN DAKWAH, UIN SUNAN

KALIJAGA YOGYAKARTA

Judul ‘ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENYELESAIKAN PEMBIAYAAN

BERMASALAH (STUDI KOMPARATIF PADA BPR WIJAYAMULYA SANTOSA DAN BPR
SYARIAH NAGUN DRAJAT WARGA)
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Dengan Ketentuan
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Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah
DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;

Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan
Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan
asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

[jin ini hanya dipergunakan untuk keperfuan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang beglaku di lokasi kegiatan;

ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah
mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 NOVEMBER 20714
A.n Sekretaris Daerah
omian dan Pembangunan

bUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)

WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA

BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL

WAKIL DEKAN BIDANG AKADENIIK FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682
Fax (0274) 555241
EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.qgo.id
WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : . . 070/3436
7000/34
Dasar - Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/REG/V/230/11/2014 Tanggal :17/11/2014
Mengingat - 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas

Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

5. Peraturan Gubernur Dacrah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pelayanan ferizinan, Rekornendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pencataan, Pengembangan,

Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta,

Diijinkan Kepada  : Nama : RAHMAD NO MHS / NIM ;10240061
Pekerjaan - Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi - UIN SUKA Yk
Alamat - JI. Marsda Adisucipto, Yogyakaita

Penanggungjawab @ Maryono, S.Ag., M.Pd.

Keperluan . Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS
PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENYELESAIKAN
PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Komparatif pada BPR
Wijayamulya Santosa dan BPR Syariah Bangun Drajad Warga),

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu © 17/11/2014 Sampai  17/02/2015
Lampiran . Proposal danDaftar Pertanyaan :
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

“Dikeluarkan di : Yogyakarta
__padaTanggal :19-11-2014

Tanda tangan
Pemegapg lzin

L ppens AR Kéepala Dinas Perizinan

| Lo\ Sekretari
Tembusan Kepada: ~=~-ENY RETNOWATI, SH

Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan) NIP. 196103031988032004
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY

3. Pimp. BPR Wijayamulya Santosa Yogyakarta
4. Ybs.




PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

JIn.Robert Wolter MonglnS|d| No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070/ Reg /3511/S1 /2014

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/Reg/V/230/11/2014
Tanggal : 17 November 2014 Perihal : ljin Penelitian
Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi

Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pembentukan Oganisasi Lembaga Teknis Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009
tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei,
Penelitian,” Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah
Istimewa Yogyakarta;

c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang ljin Kuliah Kerja
Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten

Bantul.
Diizinkan kepada

Nama : RAHMAD

P. T/ Alamat - Fak Dakwah Dan Kemunitas Manajemen Dakwah UIN Sunan
Kalijaga

NIP/NIM/No. KTP : 10240061

Tema/Judul ©  ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM MENYELESAIKAN

Kegiatan PEMBIAYAAN BERMASALAH (STUDI KOMPARATIF PADA BPR
WIJAYAMULYA SANTOSA DAN BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT
WARGA)

Lokasi : BPR SYARIAH NAGUN DRAJAT WARGA

Waktu : 19 November s.d 19 Februari 2015

No. Telp./HP 1 085606029977 ‘

Dengan ketentuan sebaga| berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersehut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan)
dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instarsi terkait untuk mendapatkan petunjuk
seperlunya;

2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan; ‘

4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk softcopy (CD) dan hardcopy kepada
Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;

5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. lzin ini tidak boleh disalahgunakan urtuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan
kestabilan pemerintah.
Dikeluarkandi : Bantul
Pada tanggal : 19 November 2014

A.n. Kepala,
Kepala.Bidghg Data

fav
NIP: 19 1%081998032004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1 Bupati Bantul (sebagai laporan)
Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
Dir. PT BPR SYARIAH NAGUN DRAJAT WARGA
Dekan Fak Dakwah Dan Komunitas Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga
Yang Bersangkutan (Mahasiswa)

T~ WN
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